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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  NIK  1306052809790001, tempat tanggal lahir Ciamis 28

September  1978,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  xxxxxx,  tempat  kediaman  di  KOTA

PAYAKUMBUH, No Hp ..., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK  ,  tempat  tanggal  lahir  Padang  25  Oktober  1980,

agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  xxx  xxxxx

xxxxxx, tempat kediaman di depot air Minum Wali RT.

01/RW.02  Kelurahan  Pakan  Sinayan  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, No Hp ..., sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya  tanggal  03  November

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari

itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  330/Pdt.G/2020/PA.Pyk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa,  Pemohon dan  Termohon adalah suami  isteri  yang  sah menikah

pada tanggal  25  Februari  2000 yang tercatat  dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor 369/22/II/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Kecamatan Cijeungjing, Kota Ciamis tanggal 13 Maret 2019;  
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  Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di  Rumah

Termohon depot air minum wali RT. 01/RW.02   Kelurahan Pakan Sinayan

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;  

  Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama namun telah bergaul

sebagaimana layaknya suami istri (qabla/ba'da dukhul) dan telah dikaruniai

anak 2 Orang, yang bernama: 

        3.1 Anisa Rahmayani Binti Maman Suryaman Lahir  19 Desember 2000

       3.2  Alisa Febriani Binti Maman Suryaman Lahir 17 Februari 2011

4.  Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal  rukun dan harmoni,

namun semenjak tanggal 13 Oktober 2015 tidak rukun lagi karena terjadi

perselisihan, yang disebabkan :

4.1 Pemohon dalam kondisi tidak bekerja; 

4.2 Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon; 

4.3  Termohon  lebih  mendengarkan  perkataan  Orang  tuanya  dari  pada

Pemohon sebagai suaminya; 

5.   Bahwa pada bulan Oktober  2015 antara Pemohon dengan Termohon

terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

meminta  uang  belanja  kepada  Pemohon,  sementara  Pemohon  belum

mendapa pekerjaan, sehingga Termohon mengusir  Pemohon dari  tempat

kediaman bersama, semenjak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di

KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon Tinggal di depot air minum wali RT.

01/RW.02   Kelurahan  Pakan  Sinayan  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxx  xxxx

xxxxxxxxxx; 

6.   Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang

5 tahun sampai sekarang; 

7.   Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas,

Pemohon sudah tidak memiliki  harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

yang akan datang; 

8.   Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan

oleh pengajuan perkara ini; 
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Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap Termohon (Yesi Oktafiani binti  Napis.  SS) di  depan sidang

Pengadilan Agama Payakumbuh; 

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

 

SUBSIDER

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya.

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan  Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/22/II/2000 Tanggal 13 Maret 2019,

yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Cijeungjing, Kota Ciamis, telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.   Saksi.

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx

xxx,  tempat  tinggal  di  KOTA  PAYAKUMBUH,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa saksi kenal dengan Termohon; 

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Termohon  sejak  Termohon  menikah  dengan

Pemohon; 

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah

tanggal 25 Februari 2000

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga

di  Ciamis  dan  terakhir  membina  rumah  tangga  di  rumah  Termohon  di

depotair  minum  wali  RT.  01/RW.02  KelurahanPakan  Sinayan

KecamatanPayakumbuh Barat, KotaPayakumbuh sampaiberpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai anak 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan

harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon

sering  berkata  kasar  dan  kurang  menghargai  Pemohon  sebagai  kepala

keluarga; 

- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah

lagi; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun

yang lalu; 

- Bahwa Pemohon / Termohon meninggalkan kediaman bersama; 
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- Bahwa  keluarga  telah  pernah  berusaha  merukunkan  Pemohon  dengan

Termohon, namun tidak berhasil; 

2.  SAKSI 2,  umur 46 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH,  di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Termohon; 

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Termohon  sejak  Termohon  menikah  dengan

Pemohon; 

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah

tanggal 25 Februari 2000

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga

di  Ciamis  dan  terakhir  membina  rumah  tangga  di  rumah  Termohon  di

depotair  minum  wali  RT.  01/RW.02  KelurahanPakan  Sinayan

KecamatanPayakumbuh Barat, KotaPayakumbuh sampaiberpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai anak 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan

harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon

sering  berkata  kasar  dan  kurang  menghargai  Pemohon  sebagai  kepala

keluarga; 

- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah

lagi; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun

yang lalu; 

- Bahwa Pemohon / Termohon meninggalkan kediaman bersama; 

- Bahwa  keluarga  telah  pernah  berusaha  merukunkan  Pemohon  dengan

Termohon, namun tidak berhasil; 
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Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi  dan

mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan

Termohon, mohon putusan;   

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  dicatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan tidak ternyata pula

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Termohon yang dipanggil  secara  resmi  dan patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan  Pemohon

dengan  Termohon  termasuk  usaha  mediasi  tidak  dapat  dilakukan  karena

Termohon  tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati

Pemohon  agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina

rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil  dengan demikian maksud

Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1)

dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  masalah  pokok  dalam  perkara  ini

adalah  rumah  tangga  Pemohon   dan  Termohon   pada  awalnya  rukun  dan

harmonis,  namun  sejak  ... mulai  tidak  rukun  dan  harmonis,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ...  dan sejak saat itu
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antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar  #6058#

lamanya;

Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan  dali-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti  (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas

nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap

pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Meterai  dan  Besarnya

Batas  Pengenaan  Harga  Nominal  yang  Dikenakan  Bea  Meterai  serta  telah

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo

Pasal  1888  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  oleh  karenanya  Majelis

Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini,

yang  menerangkan  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan

pernikahan  pada  tanggal  25  Februari  2000  yang  tercatat  di  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Cijeungjing,  Kota  Ciamis,  serta  pembuatannya  sengaja

dibuat  untuk  dipergunakan  sebagai  alat  bukti,  Majelis  Hakim  menilai  bukti

tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis

menilai  hubungan  Pemohon dan  Termohon   sebagai  suami  istri  dinyatakan

telah  terbukti  dan  Pemohon  merupakan  pihak  yang  berkepentingan  dalam

perkara ini;    

Menimbang,  bahwa  bukti  saksi  1  dan  2  Pemohon  telah  memenuhi

ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal

175  R.Bg  jo  Pasal  1911  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),  telah

memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2

Pemohon  tersebut  berdasarkan  pengetahuannya  sendiri  sebagai  Saudara

Pemohon  dan  Saudara  Pemohon  Pemohon  serta  mendukung  dalil-dalil
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gugatan  Pemohon  tentang  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon disebabkan ...  dan antara Pemohon dan Termohon

telah pisah tempat tinggal sekitar ... lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim

menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa saksi  2  tidak pernah melihat  ataupun mendengar

Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi 1 mengetahui Pemohon dan

Termohon tidak tinggal bersama lagi sekitar 3 (tiga) tahun, keterangan saksi 1

adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh  Penggugat,  maka  sesuai  dengan  Yurisprudensi  MARI  Nomor

299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi

dalam sengketa  cerai  yang  hanya  menerangkan  suatu  akibat  hukum (recht

gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus

dipertimbangkan  secara  cermat  dan  Yurisprudensi  MARI  Nomor

285.K/AG/2000  tanggal  10  November  2000  yang  menyatakan  bahwa  saksi

yang  tidak  melihat  secara  langsung  pertengkaran  antara  suami  istri  tetapi

mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami

istri  sudah  pecah  dan  sudah  sampai  pada  kualitas  terjadinya  pertengkaran

terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan

saksi 1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai

dengan  maksud  Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  1  memiliki

kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi  2 Pemohon

tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai Saudara Pemohon dan

Saudara Pemohon Pemohon  serta mendukung dalil-dalil  gugatan Pemohon

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

disebabkan ... dan sejak ... yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat

tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi

persyaratan  materil  saksi  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  R.Bg,

sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang,  bahwa keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon saling

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain,  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi  tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi 

Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena ...;   

 Bahwa selama berpisah sejak ...,  Pemohon dan Termohon  tidak lagi

menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai  suami  istri  dan

keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui;

 Bahwa  Pemohon  dan  pihak  keluarga  tidak  pernah  berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan uraian  fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  secara  hukum  telah  terbukti  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  lagi  mencerminkan  keadaan  rumah

tangga yang sakinah,  mawaddah warahmah yang menjadi  tujuan luhur  dari

perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal  1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh

yang  disebabkan  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal

sekitar ...  hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak

lagi  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sebagaimana  layaknya  suami  istri;

 

Menimbang,  bahwa terkait  hal  tersebuat  di  atas,  Majelis  Hakim perlu

mengetengahkan  petunjuk  dalil  syar'i  dalam  al-qur'an  surat  ar-rum  ayat  21

berbunyi :

- ورََحْمَةً مَودَةًّ بيَنْكَمُْ وجََعلََ إلِيَهْاَ لتِسَْكنُوُا أزَْواَجًا أنَفُْسِكمُْ مِنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتهِِ ومَِنْ

ٍ لياَتٍ ذلَكَِ فيِ إنِّ يتَفَكَرُّونَ لقَِومْ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu

pasangan  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  merasa  tentram dan

dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;
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Menimbang,  bahwa  apabila  keadaan  rumah  tangga  yang  demikian

adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratan yang

lebih  besar  yaitu  akan  menambah  beban  penderitaan  batin  yang

berkepanjangan  bagi  Pemohon  dan  Termohon,  oleh  karena  itu  untuk

mengakhiri  keadaan  demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat  perceraian

dipandang  sebagai  jalan  keluar  (solution)  yang  tepat,  karena  dalam hukum

Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari  pada menarik  kemaslahatan

sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi: 

 

Artinya : "Menolak  kemudharatan  lebih  utama  daripada  menarik

(mempertahankan) kebaikan"; 

Menimbang,  bahwa  mengenai  apa  dan  siapa  penyebab  timbulnya

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara  suami  istri  adalah  terjadi

dalam  ruang  pribadi  (privat)  suatu  rumah  tangga  yang  jarang  diketahui

penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah

terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  objektif  kehidupan  rumah  tangga

seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi

mencerminkan  sebagai  rumah  tangga  yang  harmonis  dan  bahagia  karena

masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak

ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan

tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk

merukunkan  Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan

hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana  yang dikehendaki oleh

Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap

dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni

kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang,  bahwa berkaitan erat  dengan hal  tersebut  Majelis  Hakim

perlu  mengetengahkan   petunjuk   dalil  syar'i  yang  diambil  alih  sebagai
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pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat

Al-Baqarah  ayat 227 yang berbunyi:

 Artinya  :  "Dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  Maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon  telah terbukti  dan

telah  berdasarkan  hukum,  yaitu  Pasal  19  huruf  (f)   Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

sesuai  dengan maksud Pasal  39 ayat  (2)   Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan

Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon  untuk menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon   di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Payakumbuh setelah putusan ini  berkekuatan  hukum tetap,  sesuai  dengan

maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  biaya

yang timbul  dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon  yang besarnya

sebagaimana  tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama  Payakumbuh; 
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp326000,00  ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Payakumbuh  pada  hari  Rabu tanggal  18  November  2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratnawaty.

Z.,  S.H.,  M.A. sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  Irmantasir,  M.H.I.  dan  Rahmi

Hidayati,  M.Ag, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.

HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota 

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Deswita, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pendaftaran

Proses

Panggilan

PNBP Panggilan I

Redaksi    

Materai

J u m l a h

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Rp210.000,00

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp6.000,00

Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam
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ribu rupiah);
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